PERILAKU MILITER SEBAGAI

SALAH SATU KELOMPOK SIG-
NIFIKAN DALAM KEHIDUPAN

BANGSA DAN NEGARA DAN
PROSPEKNYA DI MASA DEPAN

A. Hasnan Habib*)

Salah satu "kelompok signifikan” dalam kehidupan
bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi 1945 sampai
saat ini, bahkan pernah dalam suatu kurun waktu tertentu
mendominasi kehidupan sosial politik bangsa dan negara,
adalah kelompok militer (TNI, khususnya TNI-AD). Mes-
kipun terdapat kelompok-kelompok signifikan lainnya,
namun tulisan ini membatasi penyorotannya pada kelompok

militer saja.

Menggambarkan perilaku po-
litik kelompok militer selama ini
adalah lebih mudah ketimbang
mengemukakan penyimpangan-
penyimpangannya. Hal ini di-
sebabkan oleh suatu "penyim-
pangan” dapat diketahui jika
ada tolok ukur perilaku bagai-
mana yang baik. Sedangkan da-
lam kehidupan politik bangsa
dan negara kita sejak Proklama-
si 1945, para pemimpin negara
dan bangsa tidak pernah mem-
bangun suatu sistem politik se-
cara berkelanjutan yang akan
dapat menciptakan suatu bu-
daya politik tertentu yang men-
cerminkan sikap (attitude), pe-
rasaan, kepercayaan, cita-cita,

dan norma-norma hidup bang-
sa-negara yang dapat dilihat dari
respons-respons perilaku bang-
sa-negara itu dalam semua situ-
asi yang dihadapinya. Selama
revolusi fisik (1945-50) jelas tidak
ada kesempatan sama sekali
membangun suatu sistem politik.
Segala upaya dipusatkan kepa-
da memenangkan revolusi dan
perang kemerdekaan. Meskipun
UUD 1945 sudah diberlakukan
sejak 18 ‘Agustus 1945, namun
dalam implementasinya banyak
terdapat penyimpangan-pe-
nyimpangan. Pertimbangan-Per-
timbangan politik dan strategi
perjuangan jauh lebih penting
ketimbang usaha menanamkan
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budaya politik dan pembangun-
anserta penataan lembaga-lem-
baga politik yang dapat diang-
gap paling cocok untuk bangsa
Periode berikutnya (1950-
1959) merupakan periode “eks-
perimen” sistem politik demo-
krasi liberal, dengan sistem pe-
merintahan parlementer. Ekspe-
rimen ini mengalami kegagalan,
tidak saja karena para elit partai
politik langsung terjun ke sistem
demokrasi liberal yang tidak per-
nah dialami sebelumnya sehing-
ga tidak mempunyai akar di In-
donesia, tetapi juga karena Pre-
siden Sukarno terlalu besar dan
jauh berada di atas para elit poli-
tik lainnya untuk merasa puas
berkedudukan hanya sebagai ke-
pala negara, sehingga ia sering
melakukan intervensi dalam
proses-proses politik. Kombinasi
dari kuatnya pribadi Presiden
- Sukarno dan tidak adanya pe-
ngalaman dalam sistem politik
liberal menghasilan instabilitas
politik terus menerus. Pemerin-
tahan jatuh bangun, praktek-
praktek dagang sapi merajalela,
kepentingan politik sempit dan
primordial meluas.

Eksperimen demokrasi liberal
gagal, diganti oleh demokrasi ter-
pimpin. Unsur “terpimpin” men-
dominasi unsur demokrasinya,
dan terkonsentrasi di satu ta-
ngan. Segala sesuatu ditentukan
oleh satu orang, Presiden/Pang

lima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi. Ciri khas periode ini
ialah api revolusi abadi yang
harus dinyalakan terus, tidak
saja dalam dimensi nasional
melainkan juga dalam dimensi
internasional, yang dikenal de-
ngan “konfrontasi” NEFOS vs
OLDEFOS dalam rangka meng-
hapus kolonialisme/neo-kolo-
nialisme dan imperialisme/neo-
imperialisme “sampai ke akar-
akarnya.” Bahkan juga PBB di-
tantang dengan mengupayakan
suatu organisasi tandingan. Aki-
batnya? Gagal total, melalui tra-
gedi nasional yang meletus pada
dini hari 1 Oktober 1965 dengan
segala rentetan peristiwa me-
nyedihkan yang meminta ratus-
an ribu jiwa anak bangsa yang
dampaknya sampai sekarang
masih belum teratasi seluruhnya.

Peristiwa itu membuka pintu
bagi munculnya era “Orde Baru”,
suatu era terlama dalam kehi-
dupan republik ini. Sistem poli-
tik yang dibangun dengan pelan
tetapi gigih ialah “demokrasi
Pancasila”. Jika pada saat-saat
permulaan Orde Baru terkesan
bersemangat sungguh-sungguh
untuk melaksanakan UUD-45
dan Pancasila “secara murni dan
konsekuen”, tetapi lama kela-
maan Orde “Demokrasi Pancasi-
la” mengalami metamorfose
menjadi Rezim Otoritarian —
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militer dan Golkar sebagai tiang
penyangganya. Pada tahun-
tahun menjelang jatuhnya Orde
Baru, kekuasaan sosial politik
dan sosial ekonomi, bahkan tidak
jarang juga sosial budaya, prak-
tis dikendalikan oleh satu orang,
Presiden Suharto. Peranan poli-
tik kelompok militer yang para
pimpinannya semakin “kecil”
dan jauh dari kesetingkatan de-
ngan Panglima Tertingginya
diredusir menjadi hanya sebagai
“kaki-tangan”, pelaksana dan
pengaman belaka dari keingi-
nan-keinginan politik Presiden
Suharto.

Dalam era Orde Baru inilah
militer memprakarsai lahirnya
berbagai doktrin politik-strategi-
keamanan yang diindoktrinasi-
kan ke dalam masyarat. Semua
doktrin-doktrin itu bersumber
dari pengalaman militer sejak
- Proklamasi 1945 dan pengalam-
an menangani masalah-masalah
keamanan dalam negeri. Dok-
trin-doktrin itu merupakan per-
kembangan doktrin-doktrin sem-
pit berorientasikan kepentingan
dan ambisi kejayaan Angkatan
yang dicetuskan oleh setiap Ang-
katan dalam Orde Lama (di
bawah Presiden Sukarno) men-
jadi doktrin berorientasikan ke-
pentingan nasional dan kejayaan
negara yang berhasil dirumus-
kan dalam suatu seminar Pertah-
anan-Keamanan/ABRI pada
tahun1966 yang menjadi Dok-

trin Induk “Catur Darma Eka
Karma” (Cadek). Cadek memuat
dasar-dasar dari doktrin-doktrin
politik nasional, geopolitik nega-
ra dan politik keamanan nasio-
nall

Jatuhnya rezim Orde Baru
pada bulan Mei 1998 yang dipe-
lopori oleh para mahasiswa da-
lam rangka reformasi total yang
prakondisinya diciptakan oleh
krisis moneter dan meluas men-
jadi krisis ekonomi terparah yang
pernah dialami republik ini,
dalam bidang politik membuka
peluang untuk membangun
demokrasi yang sebenarnya,
demokrasi tanpa embel-embel
seperti sebelumnya dengan de-
mokrasi “ terpimpin” dan demo-
krasi “Pancasila” yang telah di-
selewengkan. Indonesia mema-
suki masa transisi, ditandai de-
ngan dilakukannya langkah-
langkah awal yang cukup men-
janjikan, seperti kebebasan pers,
berdirinya sekitar 150 partai poli-
tik baru, 48 di antaranya me-
menuhi syarat untuk ikut dalam
pemilu, dibebaskannya secara
“selektif” tahanan-tahanan poli-
tik, terselenggaranya pemilu
1997 yang dinilai sebagai pemi-
luyang paling “luber dan jurdil”
sejak 1955. Pemilu menghasilkan
DPR dan MPR baru (meskipun
masih cukup banyak muka-
muka lama) dan terpilihnya
Presiden dan Wakil Presiden
baru yang untuk pertama kali-
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nya dalam sejarah berlangsung
melalui pemungutan suara (vot-
ing). Rakyat meletakkan harap-
an yang sangat besar pada figur
presiden terpilih; terlalu besar
bagi seorang presiden yang sama
sekali tidak berpengalaman da-
lam memimpin negara dan nota
bene terpilih melalui “manipula-
si Poros Tengah” . Kesalahan per-
tama dilakukan dalam memben-
tuk kabinet yang “digaransi” oleh
lima orang tokoh-tokoh politik
dan Panglima ABRI. Pemerintah
tidak berfungsi, tidak ada koor-
dinasi, tidak ada kepemimpinan
dari Presiden dan Wapres. Per-
bedaan gaya, sikap dan penda-
pat antarelit-politik menajam.
Akibatnya situasi politik dan
keamanan merosot dengan ta-
jamnya, konflik-konflik horizon-
tal dan vertikal meluas mengan-
cam disintegrasi sosial dan teri-
torial, hukum tidak berjalan, pe-
merintah tidak berfungsi, bobot
dan wibawanya menipis, kea-
daan tidak menentu. :

Dari uraian ringkas di atas itu
jelas tidak adanya tolok ukur
yang dapat dipegang untuk
menilai apa dan di mana terja-
dinya penyimpangan-penyim-
pangan perilaku, praktek, etik
dan moralita dari kelompok-ke-
lompok elit dan signifikan, ter-
masuk kelompok militer, yang
telah membawa negara dan
bangsa ke kedudukan yang luar
biasa terpuruknya itu. Bangsa

dan negara ini tidak mengenal
demokrasi, karena memang ti-
dak pernah mempraktikkannya.
Akibatnya, banyak pihak yang
cenderung menimpakan seluruh
kesalahan kepada semua pe-
mimpin/ pejabat dan paradigma
Orde Baru, yang jelas tidaklah
seluruhnya benar. Semua para-
digma Orde Baru memang perlu
ditinjau ulang, termasuk doktrin-
doktrin nasional dan ABRI yang
telah disebut terdahulu. Dengan
sangat langkanya pengalaman
sendiri dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara yang de-
moktratik dan dalam dunia yang
sedang mengalami proses globa-
lisasi yang semakin cepat dengan
Indonesia sendiri terlibat di da-
lamnya, jelas kita perlu melihat
ke dunia di sekitar kita dalam
mencoba memahami permasalah-
an-permasalahan yang kita ha-
dapi dan mengadakan koreksi-
koreksi sambil berjalan. Tulisan
ini merupakan suatu usaha ke
arah pemahaman itu, dimulai
dengan mencoba memahami
konsep demokrasi.

Beberapa Butir-Butir Penting
Konsep Demokrasi

Gelombang demokrasi dan anti-
demokrasi

Masalah demokrasi di dunia
bukan menonjol pada akhir-
akhir ini saja. Ia telah menjadi
subyek perdebatan dan perju-
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angan selama dua abad. Para
pemegang kekuasaan kadang-
kadang mengklaim bahwa mere-
ka memerintah atas nama rakyat,
dan klaim itu kadang-kadang di-
tantang oleh gerakan-gerakan
sosial. Pada kurun-kurun waktu
tertentu dalam sejarah demokra-
tisasi, berbagai gerakan memain-
kan peran-peran khusus, di anta-
ranya gerakan untuk menghapus
perbudakan, gerakan kaum bu-
ruh, gerakan hak-hak wanita.
Pada waktu-waktu lain, para
pemegang kekuasaan yang re-
form minded dalam suatu negara
mencoba meniru praktik-praktik
politik demokrasi dari negara-
negara yang telah lebih dahulu
mengalamai proses demokratisa-
si. Proses-proses demikian meng-
hasilkan redefinisi berkelanjutan
dari makna demokrasi.

Selama dua abad perjuangan
dan proses demokratisasi terse-
but di atas terlihat mencuat be-
berapa momen tertentu: mo-
men-momen dalam mana de-
mokrasi menjadi topik pembi-
caraan dan perdebatan di ma-
na-mana, reformasi yang dilaku-
kan oleh pemerintah-pemerin-
tah, gerakan-gerakan sosial
menuntut demokrasi. Bilamana
momen-momen demikian itu ter-
jadi di banyak negara secara ber-
samaan, maka terjadilah “ge-
lombang demokrasi”. Dewasa
ini, dunia sedang mengalami
salah satu dari gelombang demo-

krasi itu.

Setelah komunisme jatuh, ide
demokrasi semakin meluas ke
seluruh penjuru dunia. Proses
demokratisasi global mulai di
Eropa Selatan hampir seperem-
pat abad yang lalu, kemudian
menjalar ke Amerika Latin dan
Asia, disebut sebagai salah satu
ciri dari proses globalisasi yang
semakin kuat, di samping HAM
yang semakin disadari dan di-
hormati dan meningkatnya in-
terdependensi antarbangsa. Da-
lam dasa warsa 1990-an keba-
nyakan negara mengklaim se-
bagai negara demokrasi, sedang-
kan negara-negara yang otokra-
tik sering berkilah bahwa lang-
kah-langkah rezimnya yang ti-
dak demokratik itu hanya meru-
pakan suatu fasa antara yang ter-
paksa harus diambil dalam per-
jalanan panjang dan sulit men-
capai demokrasi sebagai tujuan
akhir.

Namun, dekade 1960 dan ta-
hun-tahun pertama dekade 1970
adalah dekade-dekade yang sa-
rat keraguan mengenai masa
depan lembaga demokrasi. Para
penguasa Soviet Uni, sekutu-
sekutu dan negara-negara klien-
nya tampak berhasil baik dalam
menindas disensi dan mengua-
sai opini dalam negerinya. Bagi-
an terbesar dari Amerika Latin
berada di bawah kekuasaan ber-
bagai kekuatan non-, bahkan an-
ti demokratik. Di Afrika, demo-
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krasi-demokrasi paska-penjajah-
an runtuh dan digantikan oleh
para pemimpin militer dan
“Presiden-Presiden Seumur Hi-
dup”.Di Asia, harapan akan ter-
jadinya evolusi demokrasi kan-
das oleh berbagai undang-un-
dang keadaan darurat/militer
dan kekerasan-kekerasan massa.
Bahkan juga di Amerika Serikat
dan Eropa Barat, jantung demo-
krasi, protes-protes anti-peme-
rintah berkembang jadi aksi-aksi
terorisme: penculikan, pem-
boman, penyanderaan, pem-
bajpkan,dan sebagainya..

Tetapi, selama pertengahan
dasa warsa 1970 sampai ke
pertengahan dasa warsa 1990
secara mendadak gelombang an-
ti-demokrasi itu berbalik menja-
di gelombang demokrasi. Nega-
ra-negara anti-demokrasi di Ero-
pa, Amerika Latin, Asia, Timur
Tengah, dan Afrika tiba-tiba me-
rangkul prinsip-prinsip demo-
krasi. Lebih mencengangkan
lagi, pada tahun 1989 satu demi
satu rezim komunis tumbang di-
gantikan oleh pemerintah-pe-
merintah demokratik, setidak-
tidaknya mengaku demokratik.
Mengapa hal itu terjadi? Terlalu
kompleks permasalahannya, dan
berada jauh di luar ruang ling-
kup tulisan ini untuk dijelas-
kan.?

Menurut Huntington, gelom-
bang demokrasi yang seolah-
olah datang mendadak itu, ada-

lah gelombang ke-3 dari demo-
kratisasi global, yang mulai pada
tahun 1974, yaitu tahun ditum-
bangkannya rezim diktatur

- Portugal.?’la mendefinisikan

“gelombang demokrasi” sebagai
suatu “transisi dari kelompok re-
zim-rezim non-demokratik ke rezim
demokratik yang terjadi dalam
suatu kurun waktu tertentu yang
jumlahnya melebihi secara signifi-
kan transisi-transisi yang terjadi
sebaliknya.” Gelombang ke-1 ber-
langsung lambat dan lama, ham-
pir satu abad, mulai tahun 1828
sampai tahun 1926; gelombang
ke-2 dari tahun 1943 sampai
tahun 1964. Yang menarik ialah,
bahwa setiap gelombang de-
mokrasi itu diakhiri oleh “ gelom-
bang balik”, yaitu jatuhnya re-
zim-rezim demokratik: yang per-
tama berlangsung dari 1922 -
1942, yang kedua dari tahun
1961 -1975. Gelombang balik ini
mengakibatkan setback parah
mengenai kebebasan politik, hak-
hak azasi dan perdamaian. Oleh
karena itu, sangat penting bagi
semua negara yang mendamba-
kan perdamaian untuk berupaya
bersama-sama dengan semua
lembaga-lembaga dunia, mence-
gah terjadinya gelombang balik
ketiga.

Ekspansi demokrasi gelom-
bang ke-3 itu cukup mengesan-
kan. Terutama sejak jatuhnya
rezim komunis dan berakhirnya
perang dingin, proses demokra-
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tisasi yang terjadi merupakan
suatu terobosan yang tidak per-
nah terjadi sebelumnya. Sejak
tahun 1990 jumlah dan persen-
tase negara demokrasi mening-
kat setiap tahun. Jika pada tahun
1974 (permulaan gelombang ke-
3) hanya ada 39 negara demo-
krasi dari 142 negara merdeka
(27,5 persen), pada tahun 1990
meningkat menjadi 76 dari 145
negara merdeka (46,1 persen),
dan pada akhir tahun 1995 jum-
lah itu menjadi 117 dari 191 ne-
gara merdeka (61,3 persen)*
Tetapi tidak semua negara itu
merupakan negara demokrasi
liberal. Sejak tahun 1990 pertum-
buhan negara demokrasi liberal
telah stagnan. Proporsi demokra-
si liberal terhadap jumlah total
negara demokrasi menurun dari
85,5 persen pada tahun 1990 (65
dari 76 negara) menjadi 65 per-
sen pada tahun 1995 (76 dari 117
negara), namun dalam jumlah
total meningkat (dari 65 tahun
1990 menjadi 76 tahun 1995). Ini
menunjukkan bahwa kualitas
demokrasi dari banyak negara
demokrasi baru itu masih me-
merlukan peningkatan®
Meskipun hasil akhirnya
menggembirakan, namun trans-
formasi politik dalam gelombang
ke-3 tidak hanya berlangsung
satu arah. Gelombang balik juga
terjadi. Dalam enam tahun per-
tama, lima negara mengalami
keruntuhan atau erosi demokra-

si. Sungguh pun kecenderungan
umum memperlihatkan pertam-
bahan jumlah negara demokra-
si, namun dalam tahun 1974 -
1991, sebanyak 22 negara meng-
alami keruntuhan demokrasi,
dan sesudah tahun 1991 telah
terjadi pula beberapa keruntuh-
an lagi.

Pada sisi lain, proporsi rezim
otoriter menurun drastik menja-
di 22,9 persen pada tahun 1991
(42 dari 183 negara) dari 46,2
persen pada tahun 1972 (67 dari
145 negara). Dan sejak itu turun
lagi menjadi 20,4 persen pada
tahun 1992 (38 dari 186 negara),
tetapi kemudian naik menjadi
27,7 persen pada tahun 1995 (53
dari 191 negara). Hasil umum-
nya menunjukkan semakin ber-
kurangnya negara otoriter, yaitu
dari hampir separoh (46,2 per-
sen) pada permulaan gelombang
ke-3 tahun 1974 menjadi sedikit
di bawah 28 persen pada tahun
1996.

Makna konsep “Demokrasi”

Seperti telah dijelaskan di
atas, pada akhir tahun 1995 ter-
dapat antara 76-117 negara de-
mokrasi, tergantung dari ba-
gaimana cara kita menilainya.
Bagaimana cara menilai adalah
fundamental bagi pengertian
tentang konsep demokrasi. Ter-
dapat kekaburan konseptual dan
perbedaan kepustakaan tentang
demokrasi. Dua orang ilmuwan



16 Jurnal Ketahanan Nasional, V (3), Desember 2000

politik Barat mengidentifikasikan
lebih dari 550 pengertian dan
“subtipe” demokrasi.® Namun
banyak di antaranya merupakan
bentuk-bentuk demokrasi yang
“disunat” dan bertumpang tin-
dih satu sama lain. Kebanyakan
konsepsi demokrasi dewasa ini —
berbeda dari tahun-tahun 1960-
an dan 1970-an, misalnya — se-
pakat, bahwa demokrasiadalah
suatu sistem kewenangan/
kekuasaan politik, terpisah dari
segiapa pundari sistem ekonomi
dan sistem sosial. Walaupun
demikian, perbedaan-perbedaan
mendasar tentang konsep de-
mokrasi masih tetap ada, teruta-
ma mengenai luas dan tingkat
dari atribut-atribut politik yang
tercakup di dalamnya.
Adabeberapa pengertian mi-
nimalis dari demokrasi yang di-
ambil/berasal dari konsep
demokrasi Schumpeter (1947:
269), yaitu “suatu sistem untuk
mencapai keputusan-keputusan
politik dalam sistem mana pero-
rangan memperoleh kekuasaan
menentukan melalui perjuangan
kompetitif guna memenangkan
suara rakyat” (a system for arriv-
ing at political decisions in which
individuals acquire the power to
decide by means of a competitive
struggle for the people's vote). Ba-
nyak pakar ilmu politik memberi
tekanan pada “kompetisi mem-
peroleh suara rakyat/ para pemi-
lih” sebagai inti sari dari demo-

krasi. Pengertian demokrasi de-
mikian itu merupakan penger-
tian minimalis, disebut demokrasi
elektoral, atau demokrasi formal.
Dikatakan minimalis, karena be-
tapa pun sentralnya pemilu da-
lam demokrasi, tetapi pemilu ter-
jadi hanya secara berkala dan
memberi peluang kepada rakyat
hanya untuk memilih alternatif-
alternatif yang dikemas oleh or-
sospol dalam bentuk yang sangat
umum atau sangat agregatif.

Oleh karena itu definisi
Schumpeter itu memerlukan
elaborasi lebih lanjut yang lebih
luas dari cuma kriteria pemilu
saja. Elaborasi yang paling terke-
nal adalah konsep polyarchy dari
Robert Dahl, yang mengatakan
tidak saja perlu adanya kompetisi
dan partisipasi politik yang luas
dari rakyat, tetapi juga terdapat
tingkat-tingkat kebebasan sipil
yang substansial (berbicara, pers,
agama, berpendapat/berpikir,
berkumpul, dan sebagainya) ser-
ta terdapat pluralisme, sehingga
memungkinkan rakyat memben-
tuk dan menyatakan preferensi-
preferensi politiknya secara ber-
makna.’

Pengertian minimal dewasa
ini, atau demokrasi elektoral,
menghendaki agar kompetisi
dan partisipasi itu mempunyai
makna, perlu adanya kebebasan-
kebebasan sipil minimal. Di sam-
ping itu, perlu pula diwaspadai
bahwa suatu pemilihan multi-
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partai kendati dilakukan secara
luber, dapat dengan efektif me-

niadakan peluang bagi beberapa

kelompok rakyat yang “kurang
disenangi” dalam bertanding
memperoleh kursi atau untuk
memajukan dan melindungi ke-
pentingannya. Demokrasi elek-
toral saja juga dapat menghasil-
kan kelompok-kelompok signifi-
kan tertentu mengambil keputu-
san-keputusan di luar “aturan
main” melalui bidang-bidang di
luar jangkauan pengawasan
atau pengendalian para pejabat
terpilih (dikenal dengan istilah
reserved domains, yaitu bidang-
bidang yang “diperuntukkan”
bagi kelompok-kelompok pen-
ting tertentu). Misalnya pimpin-
an kelompok militer yang meng-
ambil keputusan-keputusan poli-
tik keamanan (dalam dan luar
negeri), sedangkan ia tidak dipi-
lih oleh dan tidak bertanggung
jawab kepada rakyat.

Jauh lebih luas daripada
demokrasi elektoral atau juga
demokrasi formal, ialah demo-
krasi liberal. Selain dari pada di-
laksanakannya pemilihan yang
teratur secara berkala, luber dan
jurdil, ia juga: (1) tidak meng-
hendaki adanya reserved domains
bagi militer atau kekuatan-ke-
kuatan sosial dan politik lainnya
yang tidak accountable kepada
para pemilih (rakyat), baik se-
cara langsung atau tidak lang-
sung; (2) harus mempunyai ac-

countability “ vertikal”, yakni per-
tanggungjawaban dari mereka
yang dipercayai memegang
kekuasaan kepada yang mem-
beri kekuasaan (rakyat) dan per-
tanggungjawaban “horizontal”
(ke samping), yaitu antara para
pemegang kekuasaan satu sama
lain (misalnya antara eksekutif
dan legislatif), sehingga tercipta
suatu sistem checks and balances.
Adanya sistem checks and balan-
ces ini membantu melindungi
konstitusi, menegakkan rule of
law dan menjamin berlangsung-
nya proses musyawarah; (3) me-
muat ketentuan-ketentuan ten-
tang pluralisme civic dan politik
serta kebebasan-kebebasan per-
orangan dan kelompok.

Untuk mendapatkan gambar-
an yang sedikit lebih lengkap,
beberapa ciri suatu demokrasi li-
beral adalah sebagai berikut .2

(a) Kekuasaan berada pada
pejabat-pejabat yang dipilih,
tidak pada orang-orang atau pe-
jabat-pejabat yang tidak dipilih
(misalnya pejabat-pejabat mi-
liter). Hal ini sangat jelas pada
sistem pemerintahan parlemen-
ter.

(b) Kekuasaan pemerintah ek-
sekutif dibatasi oleh konstitusi
danaccountable kepada lembaga-
lembaga pemerintah lainnya (ke-
hakiman yang bebas, parlemen,
ombudsman, dan badan pemerik-
sa keuangan).

(c) Hasil pemilu tidak boleh
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direkayasa dan diketahui sebe-
lumnya; pihak oposisi harus
memperoleh peluang untuk me-
nang, serta harus ada kemung-
kinan pergantian partai yang me-
merintah. Selain dari pada itu
hak setiap kelompok yang berpe-
gang pada ketentuan-ketentuan
konstitusi untuk membentuk par-
tai dan ikut dalam pemilu, tidak
boleh dikebiri.

(d) Kelompok-kelompok kul-
tural, etnik, agama dan minori-
tas, tidak boleh dilarang (ber-
dasarkan hukum maupun dalam
praktek) untuk menyatakan dan
memperjuangkan kepentingan-
kepentingannya dalam proses
politik dan untuk menggunakan
bahasa dan budayanya.

(e) Selain melalui partai dan
pemilu, rakyat mempunyai ba-
nyak saluran dan sarana lain un-
tuk menyuarakan kepentingan
dan nilai-nilai yang dianutnya;
rakyat juga bebas membentuk
atau menjadi anggota berbagai
macam perkumpulan/perhim-
punan, gerakan dan kelompok,
yang otonom.

(f) Selain dari kebebasan be-
rasosiasi dan pluralisme, terda-
pat pula sumber-sumber alterna-
tif informasi, termasuk media
massa/ pers yang bebas.

(g) Perorangan mempunyai
kebebasan yang substansial
mengenai kepercayaan/beraga-
ma, pendapat, berdiskusi, berbi-
cara, publikasi, berkumpul, ber-

demonstrasi dan menyampaikan
petisi.

(h) Semua warga adalah
sama dalam undang-undang;
kebebasan-kebebasan perorang-
an maupun kelompok, dilin-
dungi secara efektif oleh keha-
kiman yang bebas dan tidak ber-
pihak serta semua keputusannya
dihormati dan dilaksanakan oleh
semua pemegang kekuasaan
lainnya.

(i) Rule of law melindungi se-
mua warga terhadap penahan-
anyang tidak sah dan tidak ber-
alasan, pengasingan, teror, pe-
nyiksaan, dan campur tangan
yang tidak semestinya dalam ke-
hidupan pribadinya, yang di-
lakukan tidak saja oleh negara,
melainkan juga oleh kekuatan-
kekuatan terorganisir anti-pe-
merintah.

Selain bentuk-bentuk demo-
krasi elektoral dan demokrasi li-
beral, terdapat pula bentuk keti-
ga. Rezim bentuk ketiga itu yang
lebih minim lagi daripada demo-
krasi minimalis, tetapi masih da-
pat dibedakan jelas dari rezim
yang benar-benar otoriter, ialah
demokrasi pseudo (palsu). Da-
lam demokrasi palsu itu secara
legal masih diizinkan kehadiran
partai-partai oposisi dan mung-
kin juga berbagai ketentuan kon-
stitusional seperti dalam
demokrasi elektoral. Tetapi suatu
persyaratan krusial tidak terda-
pat, yaitu peluang yang fair
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dalam berkompetisi yang me-
mungkinkan kalahnya partai
yang berkuasa (partai pemerin-
tah) dan dengan demikian kehi-
langan kekuasaan untuk meme-
rintah. Ada banyak variasi da-
lam demokrasi pseudo, tetapi
tidak akan diuraikan dalam tu-
lisan ini. Yang membedakan
demokrasi pseudo dari rezim
otoriter ialah, bahwa demokrasi
pseudo mentolerir kehadiran
partai-partai oposisi yang bebas,
sedangkan rezim otoriter sama
sekali tidak membolehkan ada-
nya partai oposisi. (Bandingkan
dengan “demokrasi Pancasila”
dalam Orde Baru).

Militer dan Demokrasi

Militer adalah lembaga yang
paling tidak demokratis dalam
kehidupan manusia. Kebiasaan-
kebiasaan dan prosedur-prose-
- dur dalam perang secara alami-
ah bertolak belakang dengan ke-
merdekaan perorangan dan ke-
bebasan-kebebasan sipil yang
merupakan nilai-nilai tertinggi
dalam masyarakat-masyarakat
demokratik. Oleh karena tujuan
fundamentalnya — bahkan pem-
benaran kehadirannya (raison
d'etre) — adalah untuk bertem-
pur dalam konflik bersenjata,
lembaga-lembaga militer didisain
untuk kekerasan dan koersi. Me-
lalui masa berabad-abad ia telah
mengembangkan struktur orga-

nisasi, prosedur-prosedur opera-
sional (operating procedures), dan
nilai-nilai individual yang diper-
lukan untuk memenangkan pe-
rang. Kewenangan dan kekua-
saan dalam militer menekankan
hirarki sedemikian ketatnya, se-
hingga perorangan dan satuan-
satuan hanya bertindak sesuai
dengan keinginan komandan
dan mampu menghadapi kea-
daan fisik terburuk serta tekan-
an mental terberat.

Sementara banyak di antara
nilai-nilai profesional militer —
keberanian, kejujuran, kesediaan
berkorban, integritas, loyalitas,
pengabdian — merupakan seba-
hagian dari nilai-nilai yang pa-
ling tinggi dalam pengalaman
manusia, namun norma-norma
dan prosedur-prosedur yang in-
trinsik pada lembaga-lembaga
militer berbeda demikian besar-
nya dari premis-premis suatu
masyarakat demokratik, sehing-
ga hubungan antara keduanya
secara inheren mengandung
konflik yang kadang-kadang
menimbulkan instabilitas. Peri-
laku militer merupakan impera-
tif-imperatif fungsional. Apabila
suatu masyarakat dikendalikan
oleh gagasan-gagasan pribadi
atau oleh perspektif-perspektif
militer yang telah berkembang
selama berabad-abad untuk
mengabdi negara dan berkorban
dalam perang, maka setiap war-
ga (dan tujuan nasional) berada
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di bawah dan tunduk kepada
keharusan-keharusan keamanan
nasional, dan mengabaikan atau
paling tidak, menomorduakan
kebutuhan-kebutuhan dan kon-
sern-konsern lainnya.
Persoalan bagaimana men-
jamin militer tunduk di bawah
kekuasaan politik sipil merupa-
kan salah satu masalah tertua
dalam sejarah pemerintahan.
Dalam abad ke-20 ini saja, pe-
nguasaan sipil terhadap militer
merupakan konsern negara-
negara demokrasi seperti Ameri-
ka Serikat dan Perancis, juga
konsern dari rezim-rezim komu-
nis seperti Soviet Uni dan RRC,
dari diktatur-diktatur fasis di Jer-
man dan Italia, dan sejak tahun
1945 dari sekian banyak negara
di Afrika, Asia dan Amerika La-
tin. Apakah dan bagaimanakah
suatu masyarakat mampu me-
ngendalikan suatu lembaga yang
memiliki kekuatan untuk koersi
fisik dan menjamin loyalitasnya
kepada pemerintah yang ber-
kuasa, adalah sangat mendasar
bagi suatu pemerintahan de-
mokratik.’ Masalahnya ialah:
“Bagaimana mencegah militer
yang dibentuk untuk mengaman-
kan negara dari ancaman ke-
kerasan bersenjata, justru mem-
perkosa hak-hak sipil dan poli-
tik rakyat biasa?” Suatu lemba-
ga totaliter bersenjata yang dila-
hirkan, dibina dan ditanamkan
kebiasaan-kebiasaan untuk se-

dia mati dalam situasi kekerasan
bersenjata, demi keamanan dan
kemerdekaan negara dan bang-
sa, pada saat bersamaan memang
dapat memunculkan bayangan
yang menyeramkan, bahwa ia
akan mengambil alih kekuasaan
negara yang membentuknya itu
dan menciptakan suatu garrison
state dengan dalih demi keaman-
an. Aforisme Lord Salisbury, se-
orang negarawan Inggeris (1830
- 1903) sangat relevan dengan
konsern itu. Ia berkata: “Jika
anda percaya dokter, tak ada
yang sehat; jika anda percaya ro-
haniwan, tak ada yang tak ber-
dosa; danjika anda percaya ten-
tara, tak ada yang aman.” (Ifyou
believe the doctors, nothing is
wholesome; if you believe the theo-
logians, nothing is innocent,; if you
believe the soldiers, nothing is
safe).’”

Penguasaan sipil dewasa ini
mempunyai arti yang sangat sig-
nifikan di dunia. Di seluruh du-
nia paska-komunis, masyarakat-
masyarakat sedang berjuang
membangun lembaga-lembaga
demokrasi. Amerika Serikat dan
negara-negara Barat lainnya
menggunakan ada/tidaknya
kekuasaan sipil sebagai ukuran
kemajuan suatu negara menuju
demokrasi. Kendati demokrasi
sedang meluas di Amerika Latin,
di Eropa, Asia dan Afrika, seperti
telah dijelaskan terdahulu, na-
mun tidak ada suatu cara stan-
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dar yang dapat dipakai untuk
menilai apakah terdapat kekua-
saan sipil, apakah ia dapat ber-
fungsi baik, dan bagaimana
prognosisnya kedepan mengenai
keberlangsungannya.

Untuk suatu demokrasi, ke-
kuasaan sipil — yaitu pengen-
dalian militer oleh pejabat-peja-
bat sipil yang dipilih oleh rakyat
— adalah sangat fundamental.
Pengendalian militer oleh sipil
memungkinkan suatu bangsa
mengembangkan nilai-nilai, lem-
baga-lembaga dan praktik-prak-
tik yang didasarkan atas ke-
hendak rakyat banyak, dan tidak
atas keinginan-keinginan para
pemimpin militer yang pandang-
annya berfokus pada keperluan
keamanan dalam dan luar negeri.
Dan memang demikianlah yang
terlihat dalam banyak negara-
negara “mantan” rezim otokra-
tik. Militer memusatkan per-
hatian dan enersinya pada
masalah keamanan dan kestabil-
an dalam negeri dan untuk itu
sering melibatkan diri atau
melakukan intervensi dalam
proses-proses politik. Malahan
militer cenderung mengawasi
dan mencurigai masyarakat dari-
pada melindunginya, sebagai-
mana juga kita alami di Indone-
sia, terutama sekali dalam paruh
kedua Orde Baru.

Faktor-faktor yang mendo-
rong intervensi militer dalam
politik

Menurut Perlmutter (1977)
“terdapat suatu hubungan (ko-
relasi) antara stabilitas lembaga-
lembaga sipil dan kecendrungan
militer untuk melakukan inter-
vensi. Semakin lemah infrastruk-
tur politik, semakin besar ke-
mungkinan intervensi militer itu.
Semakin kuat dan semakin luas
cakupan aparat sipil, semakin
kecil kemungkinan militer untuk
mengambil alih kekuasaan dan
menjalankan pemerintahan.”"!
Lemah/kuatnya infrastruktur
sosial-politik itu harus diartikan
secara luas, tidak terbatas hanya
pada jumlah, kemampuan tek-
nis-administratif saja dan kom-
petensi, melainkan juga menca-
kup kondisi mental-rohani (ko-
rup, suka dagang sapi, penyalah-
gunaan kedudukan, malas, tak
ada rasa tanggung-jawab, tak
ada disiplin, masyarakat ter-
pecah-belah), kondisi sosial-
ekonomi (ketimpangan-ketim-
pangan yang mencolok dalam
kehidupan ekonomi masyarakat,
penyalahgunaan sumber daya
alam dan tenaga kerja, KKN),
kondisi sosial-politik (lembaga-
lembaga politik lemah dan tidak
viable, anarki, tak adanya kredi-
bilitas, dan sebagainya), ke-
pemimpinan (lemah, ragu-ragu,
tak berbobot). Yang menarik
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ialah, bahwa pada satu fihak
Perlmutter mempertanyakan
efektivitas militer sebagai “mo-
dernisator” dalam masyarakat
dunia ketiga, tetapi dalam kesim-
pulannya ia menyarankan dili-
batkannya militer secara lang-
sung dalam proses transformasi
sosial sebagai cara terbaik untuk
memelihara kekuasaan sipil di
masa depan.

Stupak, et al. melihat penye-
. bab intervensi militer dalam poli-
tik di dunia ketiga terletak dalam
dua faktor utama, yaitu: (1) dam-
pak dari delayed dependent de-
velopment; (2) meningkatnya pro-
fesionalisme militer (yang salah
arah, pen) dan ramifikasi poli-
tiknya. Secara ringkas penjela-
sannya adalah sebagai berikut.

(1) Dampak dari tertunda-
nya pembangunan yang tidak
mandiri. Ada tiga kenyataan
sangat penting dalam faktor itu,
antara lain: (a) apabila proses
pembangunan di negara-negara
Barat (yang telah mulai sejak
akhir abad ke-17) berlangsung
secara spontan tanpa adanya
sasaran-sasaran yang ditentukan
secara konkrit, di negara-negara
berkembang ia dilakukan secara
direncanakan dan sangat goal-
oriented; (b) apabila krisis-krisis
yang ditimbulkan oleh moder-
nisasi (sebagai akibat pemba-
ngunan) di negara-negara yang
telah jauh lebih dahulu memba-
ngun muncul secara gradual dan

berurutan, di negara-negara ba-
ru merdeka krisis-krisis itu ber-
langsung secara simultan dan
“amburadul”; (c) apabila di
negara-negara Barat yang jauh
lebih dahulu membangun nega-
ra, c.q. pemerintah, berperan
pasif dalam merangsang per-
tumbuhan ekonomi dan industri-
alisasi, di negara-negara baru
merdeka negara berperan sangat
dominan, malahan sering kali
merupakan satu-satunya keku-
atan yang berperan aktif. Untuk
lebih memperumit keadaan,
negara berkembang sangat ter-
gantung dari negara maju me-
ngenai teknologi, cara-cara ber-
produksi, modal, investasi, ma-
najemen, akses ke pasar, terms of
trade, nilai tukar mata uang, dan
lain-lain, dalam suatu struktur
ekonomi yang dualistik dan
dalam kondisi meningkatnya
tuntutan rakyat.

Dalam keadaan demikian,
diperlukan elit politik sipil yang
mampu mengendalikan semua
kesulitan itu. Tetapi dalam ke-
nyataannya tidak atau jarang
sekali ditemukan elit politik de-
ngan kemampuan demikian. Ber-
bagai instabilitas muncul, ke-
rusuhan, kekerasan bersenjata,
pemberontakan, yang langsung
mengundang militer untuk cam-
pur tangan. Militer didorong oleh
keadaan merasa harus campur
tangan, memulihkan stabilitas
dan keamanan demi kelanjutan
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pembangunan nasional, karena
tidak mungkin suatu masyarakat
membangun dalam keadaan ka-
- cau balau.

(2) Profesionalisme militer
yang meningkat. Terutama sejak
tahun 1960-an terlihat dua geja-
la dalam lembaga militer nega-
ra-negara berkembang, antara
lain: (a) proses pendidikan, teru-
tama pendidikan perwira, se-
makin diprioritaskan dalam
rangka peningkatan profesional-
isme militer; (2) semakin tergan-
tungnya militer kepada bantuan
militer asing, pendidikan dan
teknologi.

Salah satu aspek sangat pen-
ting dalam proses pendidikan
militer dunia ketiga waktu itu
ialah meluasnya skope pendidik-
an ke bidang-bidang yang secara
“tradisional” berada di luar bi-
dang militer. Pada jenjang-jen-
- jang pendidikan militer yang le-
bih tinggi, masalah-masalah “re-
alita nasional” dan “potensi na-
sional” mendapatkan perhatian
dan pembahasan yang semakin
besar dan mendalam. Pengkajian
masalah-masalah nasional itu
mau tidak mau membawa kepa-
da masalah-masalah inti kehi-
dupan nasional serta cara-cara
pemecahannya yang pada da-
sarnya bermuara kepada bidang
dan masalah keamanan nasional.
Pendidikan militer tinggi se-
makin membahas multi-fungsi
dari militer untuk membentuk

manajer-manajer militer dalam
peran yang meluas dalam ling-
kungan internasional yang inter-
dependen, berteknologi maju
dan berorientasi kontra-insurjen-
si. Akibatnya ialah golongan mi-
liter melihat dirinya sendiri se-
bagai satu-satunya lembaga na-
sional yang benar-benar bersedia
dan mampu menyelamatkan
negara dan bangsa dari ancam-
an-ancaman terhadap keaman-
an nasional. Persepsi demikian
itu diperkuat lagi oleh program-
program bantuan militer luar
negeri, yang kecuali memang
meningkatkan profesionalisme,
juga menanamkan doktrin ke-
amanan yang dititikberatkan
pada masalah COIN (counter-in-
surgency) dan civic action, bukan
pada masalah pertahanan per-
batasan, pertahanan kawasan,
dan sebagainya. Mereka diberi
“profesionalisme” dan “fungsi
baru”, yaitu keamanan dalam
negeri yang secara tradisional
adalah fungsi kepolisian. Inter-
vensi militer dalam politik de-
ngan demikian ikut didorong
oleh program-program bantuan
militer luar negeri. Hal serupa
juga dialami oleh militer Indone-
sia.

Perilaku Politik Militer dan
Citranya Selama Orde Baru

- Dalam keadaan tidak adanya
budaya politik demokrasi di In-
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donesia karena sistem politik se-
lalu dikendalikan oleh idiosyncra-
cies dari pribadi-pribadi kuat
yang tidak ada tandingannya
(Sukarno, Suharto), maka se-
bagai tolok ukur untuk menilai
perilaku kelompok-kelompok sig-
nifikan, termasuk kelompok mi-
liter, digunakan konsensus-kon-
sensus umum dan “universal”
seperti telah diuraikan terdahu-
lu. Dengan menggunakan tolok
ukur tersebut, maka sistem poli-
tik Indonesia selama ini adalah
sistem politik otokratik, lawan
dari sistem demokrasi. Bahkan,
banyak pendapat luar negeri
yang menamakan pemerintahan
Orde Baru dengan rezim militer,
karena peranan militer yang
demikian besarnya dalam ke-
hidupan politik di Indonesia.
Sistem politik Indonesia yang
otoriter itu banyak persamaan-
nya dengan sistem politik yang
berlaku di banyak negara Asia
Timur, di antaranya di Korea
Selatan dan Taiwan sebelum
kedua negara itu menjadi nega-
ra demokrasi.’? Seorang ilmu-
wan politik ahli Asia yang terke-
nal, Scalapino, menyebut sistem
politik di banyak negara Asia se-
bagai pluralisme otoritarian (au-
thoritarian pluralism).’® Gambar-
an umum sistem politik itu ialah:
(1) Kehidupan politik dikendali-
kan dengan suatu partai atau
golongan yang memonopoli
kekuasaan dan dengan pem-

batasan kebebasan-kebebasan
(bicara, menulis, berkumpul,
beroganisasi); (2) Penguasa me-
nerima keberadaan suatu “ma-
syarakat kewargaan” (civil so-
ciety), tetapi hanya diperboleh-
kan berkiprah dalam batas-batas
tertentu yang selalu berubah-
ubah (kadang-kadang seperti
benar-benar bebas, tetapi tiba-
tiba dikekang, bebas lagi, dike-
kang lagi, dan seterusnya), ter-
gantung dari penilaian sepihak
oleh penguasa; dan (3) Orientasi
ekonomi yang dominan ialah
“kapitalisme dalam berbagai
variasinya, secara terkendali”.
Pasar diberi tempat penting; se-
dangkan negara bertindak se-
bagai. pembimbing, pendukung,
perencana dengan kebijakan-ke-
bijakan merkantilistik “halus”.
Tidak diperbolehkannya opo-
sisi dalam sistem politik Indone-
sia menambah citra politik Indo-
nesia lebih otoriter dari pada di
negara-negara tersebut terdahu-
lu. Bahkan demokrasi pseudo saja
pun mengenal oposisi; ia disebut
pseudo karena pemilu tidak di-
lakukan secara “luber” dan “jur-
dil”, melainkan direkayasa. Pe-
ngertian “ oposisi” yang sebenarn-
yaialah kelompok (biasanya par-
tai politik) yang ingin menggan-
ti pemerintah dan kebijakan-ke-
bijakannya. Salah satu ciri dari
demokrasi ialah, bahwa kekua-
saan memerintah harus dapat
diganti melalui cara-cara demo-
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kratik, melalui pemilu, dan tidak
dimonopoli terus menerus oleh
satu golongan saja melalui cara-
cara licik dan tidak demokratik.
Esensi dari “ pemilu” ialah mem-
beri pilihan-pilihan bagi rakyat
untuk menentukan pemerintah-
an dari satu golongan ke golong-
an yang lain, apabila mereka
menghendakinya, bukan untuk
melegitimasikan penguasaan
satu golongan secara terus me-
nerus. Pemilu kehilangan arti,
fungsi dan relevansinya, kalau
tidak memungkinkan pergantian
pemerintah. Semua hal tersebut
di atas berlaku dalam Orde Baru,
sehingga jelaslah bahwa sistem
politik di Indonesia sama sekali
tidak dapat dikatakan demokra-
tik.

Citra militer (ABRI) sebelum
perjuangan reformasi dibentuk
oleh peranannya yang bersama
para mahasiswa/pelajar dan
kekuatan-kekuatan sosial politik
non-komunis lainnya ikut mem-
bidani lahir dan berkembangnya
Orde Baru menyusul peristiwa
berdarah G-30-S/PKI pada bu-
lan Oktober 1965. Didukung oleh
sebagian terbesar rakyat, ABRI
berhasil memulihkan stabilitas
nasional dan kemudian memper-
tahankannya selama tiga dasa-
warsa, suatu hal yang tidak per-
nah dialami negeri ini sebelum-
nya. Prestasi itu diakui masya-
rakat umum, kekuatan-kekuatan
sosial politik dan komponen-

komponen Orde Baru lainnya se-
bagai hasil dari doktrin Dwi-
fungsi ABRI yang mulai disusun
secara sistematis berdasarkan
pengalaman perjuangan bersen-
jata selama perang kemerdekaan
dan dalam menangani berbagai
pergolakan bersenjata dalam
negeri sampai dengan peristiwa
G30S/PKI tahun 1965 itu. Sta-
bilitas nasional yang terus me-
nerus itulah yang memungkin-
kan rezim Orde Baru memulai
dan melaksanakan serangkaian
Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita) yang telah
mengubah wajah Republik ini se-
cara mendasar dibanding sete-
ngah abad sebelumnya.
Pengakuan prestasi militer
(ABRI) itu tidak hanya datang
dari dalam negeri, tetapi juga
dari luar negeri, termasuk nega-
ra-negara demokrasi liberal yang
menolak peranan militer dalam
politik dan menganut prinsip su-
perioritas sipil terhadap militer.
Seorang pakar politik Amerika
Serikat menulis dalam Armed
Forces and Society: “VWhereas mili-
tary regimes have an average span
of approximately five years, the
military government of Indonesia
has ruled since 1966, an undeniable
success story in terms of political
longevity.”** Sukses demikian itu
disebutnya sebagai akibat de-
politisasi partai-partai politik
yang dilakukan pemerintah
Orde Baru secara sistematis. De-
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politisasi partai-partai tersebut
telah menghasilkan stabilitas na-
sional berkesinambungan yang
memungkinkan dijalankannya
kebijakan ekonomi yang telah
sangat memperbaiki kehidupan
sosial-ekonomi rakyat banyak.
Stabilitas politik dan pertumbuh-
an ekonomi yang tinggi itulah
yang memberi “legitimasi” kepa-
da pemerintah Orde Baru. Na-
mun Orde Baru tetap dipandang
sebagai “rezim militer” oleh ne-
gara-negara demokrasi Barat
dan sebagian golongan elit dan
menengah di Indonesia sendiri.
Kucuran bantuan ekonomi, ke-
uangan dan alih teknologi dari
negara-negara maju, baik oleh
pemerintah-pemerintah — seper-
ti terlihat pada hasil pertemuan
tahunan dari IGGI, kemudian
CGI — maupun oleh pihak swas-
ta dalam bentuk investasi lang-
sung (FDI: foreign direct invest-
ment) di Indonesia merupakan
bukti nyata adanya legitimasi itu.
Namun pakar politik tersebut di
atas melanjutkan, “... karena pi-
hak militer bertekad untuk
berkuasa selama-lamanya, maka
pada suatu saat mereka harus
membangun dan mengembang-
kan suatu aparatus politik ma-
sal yang viable diluar struktur
militer dan mampu menarik du-
kungan rakyat banyak ...”
Sejak peristiwa berdarah ta-
hun 1965 keterlibatan ABRI da-
lam proses politik dalam negeri

yang semakin dalam yang kemu-
dian dituangkan ke dalam dok-
trin Dwifungsi ABRI, menarik

 banyak perhatian para penga-

mat dan pakar politik di luar
maupundi dalam negeri. Banyak
artikel dan analisis yang telah
ditulis mengenai Dwifungsi
ABRI itu, didiskusikan dalam
berbagai seminar, simposium
dan pertemuan-pertemuan in-
ternasional dan nasional. Ber-
bagai kritik dilancarkan terha-
dap fungsi sosial-politik ABRI
yang merupakan fungsi kedua
dari doktrin Dwifungsi yang
membawanya ke kedudukan po-
litik yang semakin dominan sam-
pai akhirnya tak ada satu keku-
atan sosial politik lain mana pun
yang. dapat menandinginya.
Meskipun Dwifungsi telah di-
beri landasan hukum melalui
TAP MPR No.IV Th. 1973 dan
U.U. No. 82 Tahun 1988, namun
kritik-kritik terhadap doktrin itu
tidak pernah berhenti. Terutama
segi implementasinya sangat
tidak disenangi. ABRI dinilai se-
bagai terlalu menonjolkan ke-
kuatan dan kekuasaan dengan
pendekatan keamanan fisiknya
yang berlebihan dan mengecil-
kan berbagai pendapat dan ke-
pentingan sekian banyak golong-
an masyarakat. Namun, pada
umumnya Dwifungsi dipan-
dang sebagai lebih memberi man-
faat bagi Indonesia, ketimbang
merugikan.
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Orde Baru — diluar negeri le-
bih sering diberi label “rezim mi-
liter” atau “rezim yang didomi-
nasi militer” — memang tak da-
pat disangkal telah berhasil me-
mulihkan stabilitas nasional dari
trauma prahara nasional akibat
peristiwa berdarah G-30-S/PKI
tahun 1965 dan memeliharanya
tanpa putus-putus selama 30
tahun lebih. Suatu prestasi yang
sungguh luar biasa yang tidak
pernah dialami negara dan
bangsa ini sebelumnya. Berdasar-
kan stabilitas itulah, Indonesia
telah mencatat pertumbuhan
ekonomi berkesinambungan. In-
donesia termasuk sekelompok
kecil negara berkembang yang
berhasil mencapai pertumbuhan
ekonomi terus menerus yang cu-
kup jauh di atas angka pertum-
buhan rata-rata negara-negara
Dunia Ketiga. Sejak permulaan
dasawarsa 1990 Indonesia telah
digolongkan ke dalam 10 emer-
ging markets dunia yang akan
berperan cukup penting dalam
abad ke-21 yang sudah di am-
bang pintu.

ABRI semakin memantapkan
posisinya yang tak tergoyahkan
dalam konstelasi politik negara
dan bangsa. Platform politiknya
menuntutnya berperan sebagai
“pembina persatuan dan kesatu-
an”, “pengawal UUD 1945 dan
Pancasila”, “ perisai bangsa”, “ di-
namisator” dan “stabilisator”.
Dengan demikian ia berada di

mana-mana, di badan-badan ek-
sekutif pusat dan daerah sampai
desa-desa, di lembaga-lembaga
legislatif pusat dan daerah ting-
katIdanll, di lembaga-lembaga
hukum, bahkan juga bergerak di
sektor bisnis dan perbankan.
Dalam kedudukan dan peranan
yang demikian Iuas dan berkua-
sa itu, ia cenderung semakin ku-
rang toleran, peka dan responsif
terhadap perbedaan pendapat. Ia
juga cenderung mencurigai se-
mua golongan masyarakat di
luar ABRI yang berbeda penda-
pat dengan atau mengkritik pe-
merintah. ABRI sering terlalu
cepat menuduh dan mengancam
pihak-pihak yang mengkritik itu
sebagai subversif, ekstrim kiri, ek-
strim kanan, anti Orde Baru,
tidak Pancasilais, menyimpang
dari UUD 1945, merusak per-
satuan dan kesatuan, dan ancam-
an-ancaman sejenis lainnya.
Orde Baru dengan ABRI dan
Golkar sebagai kekuatan peno-
pang utamanya secara sadar
atau tak sadar sedang memba-
ngun. suatu budaya politik ke-
kerasan, yang diberi nama “de-
mokrasi Pancasila”.

Kekuasaan politik yang do-
minan itu ternyata meracuni
mental sebahagian golongan per-
wira ABRI dan pemerintah Orde
Baru. Pelan tapi jelas, muncul si-
fat arogan danangkuh di kalang-
an ini. Mereka merasa bahwa
hanya pandangan dan pendapat
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mereka saja yang benar, yang
mesti diikuti jika bangsa ini ingin
jadi bangsa yang besar. Arogan-
si ini ternyata meluas sampai ke
kalangan bawahan, sehingga
akhirnya ABRI seolah-olah meru-
pakan golongan tersendiri de-
ngan hak-hak tersendiri melebihi
hak-hak warga negara lainnya.
Warga ABRI merasa dirinya se-
bagai warga negara kelas satu.
Norma-norma hukum dan per-
aturan yang berlaku bagi ma-
syarakat sipil, seolah-olah tidak
berlaku atau tidak dapat diber-
lakukan terhadap warga ABRI.
ABRI selalu mendapat perlakuan
lain daripada masyarakat biasa,
selalu menghendaki perlakuan is-
timewa.

Dengan demikian, ABRI me-
rasa berkepentingan memper-
tahankan keadaan yang meng-
untungkannya itu, memperta-
hankan rezim Orde Baru, c.q. re-
zim Soeharto. Dengan kata lain,
ABRI dan Golkar berkepentingan
mempertahankan status quo dan
dengan demikian mereduksikan
dirinya menjadi alat pelaksana
belaka dari Presiden/Panglima
Tertinggi Soeharto. ABRI sebagai
kekuatan sosial-politik tidak lagi

___ merupakan mitra dari kekuatan-

~ kekuatan sosial politik lainnya,

- ' mitra tanpa berpihak kepada sa-

lah satu dari padanya sesuai Dok-
trin Perjuangan TNI-ABRI sendi-
ri “Catur Darma Eka Karma”
(CADEK) Tahun 1988 yang me-

nyebutkan, bahwa “Sebagai ke-
kuatan sosial politik ABRI meru-
pakan teman seperjuangan yang
sejajar dan sederajat dengan ke-
kuatan sosial lainnya yang ber-
pedoman kepada Pancasila se-
bagai satu-satunya asas” (pasal
38 ayat a).

Beberapa tahun menjelang
pemilu 1997 perilaku politik ABRI
— baik yang masih aktif dalam
jajaran ABRI maupun yang di-
karyakan terutama dalam lemba-
ga-lembaga eksekutif di daerah
— terasa semakin bersikap keras
terhadap pihak-pihak yang
hendak mengawasi jalannya pe-
milu agar tidak saja LUBER teta-
pijuga JURDIL. ABRI tidak meng-
inginkan hasil pemilu membuka
kemungkinan untuk munculnya
lebih dari satu calon Presiden
dan oleh karena itu ia semakin
“menyatu” dengan Golkar. Bah-
kan beberapa pejabat tinggi ABRI
yang sangat berpengaruh wak-
tu itu sampai menyatakan bah-
wa ABRI adalah kader Golkar
dan bahwa keluarga besar ABRI
tetap akan “menyalurkan aspi-
rasi politiknya kepada Golkar”,
padahal ABRI sendiri pada ha-
kikatnya adalah suatu “partai”
dengan mempunyai fraksi ter-
sendiri dalam badan-badan le-
gislatif dan juga duduk di kabi-
net, bahkan di semua tingkat lem-
baga-lembaga eksekutif lainnya.
Para penguasa daerah dari ABRI
yang dikaryakan bukan saja
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meng-"amin”- kan apa yang di-
suarakan oleh pimpinannya di
pusat, melainkan malahan ada
yang overacting dan “mencuri
waktu” mendahului kampanye
untuk kepentingan Golkar. Inter-
vensi ABRI ke dalam PDI de-
ngan memecah partai tersebut
dan membantu sepenuhnya go-
longan yang hendak mengkup
pimpinan partai yang sah, tidak
terlepas dari pertimbangan ke-
pentingan memenangkan pemi-
lu secara mutlak dan mencegah
munculnya calon tandingan Pre-
siden Soeharto. Tetapi sikap ke-
ras ABRI terhadap pihak-pihak
yang dicurigai hendak “meng-
gagalkan pemilu” itu dengan
menuduh mereka “komunis”
atau “menggunakan cara-cara
PKI”, tidak berhasil membung-
kam kritik-kritik terhadap ber-
bagai kebijakan pemerintah pa-
- daumumnya dan terhadap dwi-
fungsi ABRI khususnya.

Krisis moneter dan ekonomi
yang tiba-tiba menerjang Indo-
nesia pada pertengahan 1997
dan berkembang menjadi krisis
total dan multi-dimensional da-
lam waktu yang singkat, diper-
salahkan kepada dwifungsi, oleh
karena telah memungkinkan Or-
de Baru membangun pemerin-
tahan yang paling represif, au-
toritarian dan korup yang per-
nah berkuasa di Indonesia Mer-
deka. Kombinasi dari penyalah-
gunaan kekuasaan, pelanggaran

HAM dan sikap serta tindakan
yang semakin arogan selama re-
zim otoritarian Presiden Suhar-
to, khususnya dalam paruh ke-
dua Orde Baru, telah menodai ci-
tra dan reputasi ABRI, terutama
sekali TNI-AD. Oleh karena itu
dapat dimengerti bahwa dua
dari sasaran-sasaran pokok dari
gerakan reformasi yang bergulir
diseluruh negeri sejak permu-
laan 1998 adalah: turunnya
Presiden Suharto dan diakhiri-
nya dwifungsi. Tuntutan itu men-
cerminkan perasaanrakyat yang
menghendaki berakhirnya keku-
asaan Presiden Suharto dan kem-
balinya ABRI kepada fungsi mi-
liternya yang sesungguhnya, ya-
itu pertahanan-keamanan. Di
tengah-tengah protes dari mas-
sa mahasiswa terhadap peme-
rintahan 32 tahun Suharto, yang
tanpa gentar menghadapi pe-
ngerahan kekuatan militer seca-
ra masif, Suharto terpaksa me-
lepaskan kekuasaannya pada
tanggal 21 Mei 1998. Kejatuhan-
nya dari kekuasaan didahului
oleh kekacauan luar biasa yang
melanda Jakarta pada perte-
ngahan Mei dengan merajalela-
nya penjarahan, pembakaran,
dan tindakan-tindakan keke-
rasan lainnya, yang banyak di-
tujukan terhadap golongan etnis
Cina.

Setelah tabir politik Orde Baru
terbuka dengan jatuhnya Pre-
siden Suharto, suatu daftar pan-
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jang mengenai kesalahan-kesa-
lahan besar yang dilakukan TNI,
terutama TNI-AD, seperti pele-
cehan HAM, penyalahgunaan
kekuasaan, keterlibatan yang
luas dalam bisnis yang dubious
dan dalam operasi-operasi dan
rekayasa politik, telah menghan-
curkan nama ABRI yang dulu
pernah dipuja-puja oleh seba-
hagian masyarakat. Reputasi
ABRI telah jatuh, citranya terpu-
ruk demikian dalamnya seperti
tidak pernah dialaminya sebe-
lumnya. Dari suatu kekuatan
yang demikian berkuasanya
menjadi lembaga yang dihina,
dihujat terus menerus, tidak ha-
nya di dalam negeri, tetapijuga
di dunia internasional. ABRI
mengalami kebingungan, demo-
ralisasi, dan kurang percaya diri
sehingga sama sekali tidak efek-
tif dalam menghadapi situasi
yang semakin kacau tidak me-
nentu di Indonesia. Mereka ber-
tambah bingung, karena jika pa-
da satu sisi mereka dihujat ha-
bis-habisan, pada sisi lain mere-
ka diinginkan bertindak tegas ter-
hadap para pengacau, penjarah,
pemerkosa, penginjak-injak hu-
kum, penyebar teror, perusak
integritas wilayah dan bangsa,
bahkan juga ada sebagian elit
politik yang mencoba mendekati
mereka dengan maksud mem-
peroleh dukungan pengaruh un-
tuk kepentingan politik organisa-
si atau dirinya masing-masing.

Oleh karena itu tidaklah meng-
herankan, bahwa mereka gagal
dalam mengendalikan situasi
dan memulihkan stabilitas. Se-
suatu yang sangat kontras de-
ngan ketegasan dan percaya diri
yang mereka perlihatkan sewak-
tu mengatasi prahara yang di-
timbulkan oleh G-30-S/PKI seki-
tar 30 tahun yang lalu.

Selama pemerintahan Suhar-
to, tentara sering menggunakan
tangan besi mengatasi huru-hara
dan pembangkangan-pembang-
kangan — atau yang dianggap
sebagai pembangkangan — se-
perti terjadi di Aceh, Irian Jaya,
Timor Timur dan di beberapa
tempat lain. “Oknum-oknum”
militer yang melakukan inter-
vensi dalam sengketa-sengketa
antara buruh dan majikan ham-
pir selalu memihak kepada yang
kuat dan menindas yang lemah.
Ancaman-ancaman “tembak di
tempat” merupakan ucapan
hampir rutin dari para pimpinan
untuk mencegah terjadinya un-
juk rasa yang memang sama
sekali tidak disenangi. Bahkan
juga “oknum-oknum” ABRI ti-
dak jarang melakukan penyik-
saan terhadap para tawanan
atau para disiden yang ter-
tangkap dan menculik aktivis-
aktivis HAM dan demokrasi, me-
nyiksa para tersangka dan sak-
si-saksi kunci, atau menculik ak-
tivis-aktivis HAM dan demokra-
si. Tetapi sekarang mereka ragu-
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ragu bertindak tegas terhadap
para pengacau, anarkis dan
pembuat onar, “takut” dituntut
melanggar HAM yang bagi ke-
banyakan prajurit — bahkan ju-
ga di kalangan perwira — masih
kabur pengertiannya. Keluhan
Menhankam/Pangab bahwa (1)
semua gerakan militer yang di-
lakukan adalah atas perintah ne-
gara dan merupakan tugas nega-
ra; dan bahwa (2) adalah tidak
adil menilai apa yang terjadi di
masa lalu dengan kaca mata dan
ukuran sekarang. Implikasi dari
keluhan ini ialah, bahwa (1)
dalam melaksanakan tugas
negara hak-hak azasi manusia
tidak perlu diindahkan dan (2)
pelecehan hak-hak azasi adalah
terikat pada waktu, sehingga
pembunuhan, pemerkosaan,
penculikan, dan lain sebagainya,
yang dilakukan pada masa lalu
bukanlah merupakan pelanggar-
an HAM, ia baru merupakan pe-
langgaran HAM jika dilakukan
sekarang. Kalau logika ini dite-
rapkan pada rezim-rezim kejam
seperti rezim fasis Nazi Hitler,
maka holocaust yang dilakukan
terhadap penduduk Yahudi,
menjadikan warga Yahudi kelin-
ci percobaan eksperimen-ekspe-
rimen maut, bukanlah merupa-
kan kejahatan terhadap kemanu-
siaan. Demikian pula apa yang
dilakukan oleh Kmer Merah ter-
hadap penduduknya sendiri di
Kambodia selama mereka berku-

asa di negeri itu.

Melihat perilaku seperti di-
gambarkan di atas, jelaslah, bah-
wa kelompok militer telah me-
lakukan penyimpangan-pe-
nyimpangan berat dari tolok
ukur universal, tetapi juga dari
nilai-nilai etik Sapta Marga dan
bahkan dari apa yang tercantum
dalam doktrin Dwifungsi yang
telah mereka rumuskan sendiri.
Terlalu lama berkuasa tanpa
kontrol rakyat dan tanpa ada
kekuatan pengimbang telah me-
nimbulkan kecongkakan, keba-
blasan, penyalahgunaan kedu-
dukan dan kekuasaan yang se-
makin parah, sehingga akhirnya
membawa runtuh bangsa dan
negara.

ABRI juga telah melakukan
penyimpangan dari beberapa
prinsip dasar kemiliteran yang
berlaku universal, dan yang se-
lalu didengungkan oleh para
pimpinan militer sendiri. Prinsip-
prinsip dasar itu ialah: (1)Tidak
ada prajurit yang jelek, yang
jelek ialah para pimpinannya. (2)
Komandan bertanggungjawab
terhadap segala yang dilakukan
atau tidak dilakukan oleh satu-
annya. Pelanggaran dari prinsip-
prinsip dasar kemiliteran ini jelas
sekali dalam sikap para pimpin-
an militer yang tidak berani meng-
ambil tanggung jawab terhadap
peristiwa-peristiwa mengheboh-
kan, seperti kejahatan-kejahatan
terhadap kemanusiaan di Aceh
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selama DOM diberlakukan di
sana, di Timor Timur, di Irian
Jaya, peristiwa 27 Juli di Jakarta,
dan sebagainya. Para perwira/
komandan yang bertanggung
jawab menggeser pertanggung-
anjawabannya kepada bawah-
an.

Prospek Masa Depan

Perilaku penyimpangan dan
Ketahanag Na};iongl sgmu
Demikianiah telah dicoba
menggambarkan perilaku poli-
tik kelompok militer — bersama
Golkar — yang semakin menyim-
pang dari prinsip-prinsip univer-
sal dari demokrasi, terutama
dalam paroh kedua dari Orde
Baru. Tanpa disadari Ketahanan
Nasional yang digembar-gembor-
kan telah semakin mantap itu,
ternyata hanyalah Ketahanan
Nasional yang semu, bahkan
yang terlemah di antara negara-
negara ASEAN-6 (Brunei, Indo-
nesia, Malaysia, Philipina, Si-
ngapore, Thailand). Hal ini de-
ngan sangat jelasnya terbukti
sewaktu krisis moneter melanda
kawasan ini, Indonesialah yang
paling tersungkur. Di Indonesia
krisis yang semula hanya me-
ngenai bidang moneter, dalam
waktu sekejap saja meluas ke se-
gala dimensi kehidupan bangsa
dan negara. Ia menjadi krisis
multidimensional, bahkan krisis
total, krisis sistemik. Indonesia

seolah-olah seperti “rumah dari
kartu” yang tumbang. Sementa-
ra beberapa negara Asia lainnya
yang terkena krisis moneter itu
telah berhasil keluar dari krisis
(Thailand, Malaysia, Korea Sela-
tan, Philipina yang tidak begitu
terkena), Indonesia masih dalam
keadaan terpuruk dan gawat ter-
ancam disintegrasi. Keadaan
masih serba tidak menentu, ne-
gara seolah-olah bagaikan pera-
hu yang terombang-ambing di
samudera arus globalisasi yang
semakin deras, tanpa kemudi,
tanpa kapten, tanpa arah. Sung-
guh suatu ironi besar, Indonesia
yang tadinya “menggurui”
ASEAN dalam memprakarsai
konsep ketahanan nasional dan
ketahanan regional, sekarang
menjadi negara yang paling ti-
dak memiliki ketahanan nasion-
al. Ternyata doktrin Ketahanan
Nasional memiliki beberapa pre-
mis yang salah, dan beberapa
kekeliruan fatal dalam memba-
ngunnya, di antaranya ialah de-
ngan memberi tempat yang be-
gitu dominan kepada ABRI dan
satu pemimpin yang kuat. TNI
dan elit-elit politik lainnya harus
betul-betul telah menggunakan
paradigma-paradigma yang ke-
liru di masa lalu dan menebal-
kan tekad melakukan koreksi to-
tal untuk mencegah bangsa dan
negara ini jatuh menjadi “nega-
ra gagal” (failed state) seperti ba-
nyak negara di Sub-Sahara
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(Afrika) yang senantiasa berge-
jolak dan terus menerus memer-
lukan bantuan di segala bidang
dari negara-negara luar.

Komitmen penghapusan Dwi-
fungsi dan melanjutkan refor-
masi intern TNI

Di tengah keterpurukannya
sejak jatuhnya Orde Baru, terja-
di suatu perkembangan yang
memberikan harapan. Bulan
April yang lalu Panglima TNI,
Laks. Widodo, bersama ketiga
para Kepala Staf Angkatan, me-
laporkan kepada Gus Dur tujuh
keputusan penting hasil dua hari
Rapim TNI beberapa hari sebe-
lumnya. Keputusan terpenting
yang hampir tidak terbayangkan
sebelumnya akan dapat terjadi
ialah keputusan untuk mengha-
pus dwifungsi, suatu doktrin
yang sudah menjadi “ideologi,”
yang telah memungkinkan TNI,
khususnya TNI-AD, berkuasa
selama lebih dari 30 tahun. Un-
tuk selanjutnya TNI akan mem-
fokuskan diri kepada fungsi uta-
manya, yaitu pertahanan ter-
hadap ancaman-ancaman dari
luar. Keamanan internal akan
merupakan tanggungjawab Pol-
ri, dengan TNl selalu sedia mem-
bantu, khususnya dalam meng-
atasi terorisme dan pemberon-
takan bersenjata, jika diperlukan
dan sesuai dengan perundang-
undangan. TNIjuga menyatakan

komitmennya untuk melanjut-
kan reformasi intern dan berusa-
ha memperoleh kembali keper-
cayaan rakyat yang telah sangat
mengalami erosi sejak jatuhnya
Suharto dua tahun yang lalu.

Keputusan-keputusan itu ada-
lah sangat fundamental, dan
merupakan puncak dari peruba-
han-perubahan cukup berarti
yang telah terjadi dalam tubuh
ABRI sejak era reformasi yang
berimplikasi luas pada peranan
dan fungsi militer Indonesia di
masa depan. Ia menjanjikan sua-
tu hubungan sipil-militer yang
sama sekali berbeda dari sebe-
lumnya, kalau tidak hendak di-
katakan bertolak-belakang. Jika
keputusan-keputusan itu terlak-
sana dan jika dosa-dosa dan pe-
nyelewengan-penyelewengan
masa silam juga dikoreksi, hal itu
akan dapat sangat membantu
TNI memperoleh kembali kredi-
bilitas dan citranya, baik di
dalam maupun di luar negeri.
Lebih dari pada itu, hal itu juga
akan melicinkan proses demo-
kratisasi serta pembangunan
suatu pemerintahan sipil yang
memiliki wewenang penuh ter-
hadap militer.

Beberapa tantangan

Namun, masih jauh jalan yang
harus ditempuh dalam melaku-
kan reformasi mengubah tentara
“politik” menjadi tentara profe-
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sional dari suatu negara demo-
krasi. Berbagai tantangan ter-
hampar di jalan itu yang harus
diatasi, baik tantangan intern
dalam tubuh militer sendiri mau-
pun tantangan ekstern militer
yang pada hakekatnya merupa-
kan tantangan bangsa seluruh-
nya. Di antaranya adalah se-
bagai berikut:

1. Reformasi nasional belum
menunjukkan arah yang
jelas
Reformasi TNI adalah bagian

integral dari reformasi nasional

menyeluruh, bukan terpisah/ ter-
sendiri. Reformasi nasional itu
sendiri masih belum jelas arah
danbentuknya. Negara danbang-
sa berada dalam keadaan yang
sangat memprihatinkan dan
tidak menentu. Oportunisme,
naluri destruktif, tidak adanya
sense of crisis dan sense of urgency
pada tingkat pimpinan nasional
dan elit politik lainnya, mentali-
ta business as usual khususnya
dalam masalah KKN yang ma-
sih berlanjut, bahkan terasa se-
makin parah, pemerintah pada
setiap tingkat kehilangan bobot
dan wibawa, kepemimpinan na-
sional yang lemah yang malah
kadang-kadang menjadi masa-
lah tersendiri; semuanya itu
berkombinasi dengan berbagai
konflik horizontal dan vertikal.

Ibu pertiwi berada dalam kea-

daan sakit berat, sedangkan pa-

ra dokter masih berdiskusi, ber-
debat dan malahan lebih parah
lagi, saling menyalahkan, me-
ngenai apa dan bagaimana tera-
pi yang harus diterapkan.

2. TNI belum mempunyai satu
konsep yang disepakati ber-
sama mengenai reformasi in-
ternalnya sendiri

Sampai saat ini, TNI masih
tetap bergelut dengan masalah
reformasi intern. Terdapat ber-
bagai perbedaan pendapat, bah-
kanada yang saling bertentang-
an, mengenai beberapa isyu
penting menyangkut reformasi
intern itu. Sebagai contoh ialah
pengertian sebenarnya dari
“penghapusan dwifungsi”:

Ada yang menginterpretasi-
kannya sebagai penghapusan
total, tetapi ada pula yang hanya
bersedia melepas “ day-to-day po-
litics” seperti kursi tetap di DPR,
tetapi tetap menuntut adanya
kursi di MPR, oleh karena di si-
nilah TNI dapat ikut berjuang
mempertahankan Negara Ke-
satuan, UUD 1945 dan dapat
ikut menentukan dalam pemilih-
an Presiden dan GBHN.

TNI harus tetap memiliki
“hak” untuk kembali memasuki
arena politik, jika pada suatu
saat bangsa dan negara sung-
guh-sungguh terancam disinte-
grasi akibat ketidakbecusan pe-
merintah sipil dan kesalahan-ke-
salahan mendasar yang dibuat-
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nya. Mengenai hal ini pun terda-
pat perbedaan pendapat. Ada
opini yang mengatakan, bahwa
militer mempunyai hak untuk
melakukan intervensi dalam
proses politik, tetapi hanya jika
diminta oleh penguasa yang le-
gitimit dan sesuai perundang-
undangan. Tidak jelas apa yang
dimaksud dengan “penguasa”:
apakah Presiden sendiri atau
suatu dewan Keamanan Nasio-
nal, atau pemerintah eksekutif
bersama legislatif. Bahkan ada
pula yang berpendapat, jika “ru-
mah kita sudah mulai terbakar”
dan tuan rumah (pemerintah si-
pil) tidak bertindak atau panik,
maka tentara “harus bertindak”,
berarti ambil kekuasaan tanpa
diminta. Logikanya ialah “keada-
an darurat membenarkan tin-
dakan inkonstitusional”, yaitu
selama keadaan darurat itu be-
lum teratasi.

3. Belum ada kesepakatan
mengenai pengertian “hu-
bungan sipil-militer”, khu-
susnya apa yang disebut de-
ngan “supremasi sipil”
Kelompok militer secara poli-

tik lebih berkuasa dari pada ke-

lompok sipil selama Orde Baru,
karena Orde Baru itu didirikan
oleh militer, khususnya TNI-AD,
akibat peristiwa pengkhianatan
tanggal 1 Oktober 1965. Didiri-
kannya Orde Baru didasarkan
atas asumsi bahwa TNI mempu-

nyai hak melibatkan diri dalam

masalah-masalah non-militer,
apalagi bila kondisi politik dan
keamanan nasional sedang ter-
ancam berat. Keterlibatan militer
dalam bidang-bidang non-militer
yang telah dimasukkan ke dalam
sistem ketatanegaraan Indone-
sia, justru telah mampu meng-
angkat Indonesia dari negara
miskin ke negera berpenghasilan
menengah.

Di bawah tekanan-tekanan
domestik dan internasional sete-
lah jatuhnya Suharto untuk mem-
perbaiki kesalahan-kesalahan -
dan kejahatan-kejahatan yang
telah dibuat di masa lalu, TNI se-
cara berangsur terpaksa mele-
paskan kekuasaan politik kepa-
da sipil. Suatu perubahan secara
gradual telah terjadi dalam hu-
bungan sipil-militer yang tadinya
didominasi militer, menjadi se-
makin beralih kepada sipil. Ha-
nya kurang dari dua tahun sete-
lah berakhirnya Orde Baru, su-
dah ada perwira TNI yang ikut
berpartisipasi dalam diskusi dan
seminar mengenai hubungan
sipil-militer dan dalam diskusi-
diskusi tersebut mereka secara
terbuka mendisikusikan hal-hal
sekitar prinsip “supremasi sipil”
yang merupakan paradigma uta-
ma dalam suatu negara demo-
krasi. Pada permulaan para per-
wira militer itu mencoba meng-
interpretasikan supremasi sipil
sebagai supremasi rakyat dalam
suatu demokrasi dan tidak mu-
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tlak merupakan supremasi pe-
merintah sipil terhadap mili-
ter.Belakangan supremasi sipil
itu diartikan pula sebagai supre-
masi hukum. Sebagian dapat
menerima wewenang sipil ter-
hadap militer dalam arti “me-
ngendalikan militer”, karena
mengerti, bahwa dalam suatu
demokrasi, kekuadaan berada di
tangan orang-orang yang dipilih
oleh rakyat, bukan diangkat oleh
siapa pun.

4. Tantangan budaya dan pe-

nyesualan menta

Untuk sekian lamanya TNI te-
lah mengembangkan budaya mi-
liter yang memisahkan mereka
dari rakyat banyak dengan pe-
rilakunya yang tidak berkenan di
hati masyarakat: arogansi, kebi-
asaan memerintah dan kurang
menerima perbedaan pendapat,
cendrung bertindak keras dalam
perbedaan pendapat, sangat
kurang berkonsultasi, dan sifat-
sifat lainnya yang tidak dise-
nangi rakyat. ABRI hampir se-
cara eksklusif memusatkan per-
hatian pada masalah-masalah
dalam negeri, sehingga — teru-
tama TNI-AD — lebih merupa-
kan kekuatan “keamanan da-
lam negeri” , atau polisi, ketim-
bang kekuatan pertahanan. Ken-
dati struktur teritorial yang su-
dah demikian lama ada — sejak
sistem Wehrkreis diintrodusir
dalam menghadapi aksi “poli-

sionil” Belanda kedua — meru-
pakanbahagian dari doktrin per-
tahanan nasional berdasarkan
sistem teritorial (pertahanan te-
ritorial), dalam kenyataannya
prasarana pertahanan itu telah
digunakan untuk mempertahan-
kan stabilitas politik dan kea-
manan dalam negeri dalam rang-
ka melanggengkan Orde Baru,
serta untuk lebih mengefektif-
kan fungsi sospol TNI-AD.
Mengubah dan menyesuaikan
mental dan budaya demikian itu
dengan syarat-syarat suatu ten-
tara profesional dalam sistem
politik demokrasi akan sulit dan
memerlukan waktu cukup lama.

5. Berbalgai doktrin perlu ditin-
jau ulang dan disesuaikan
dengan paradigma pertahan-
an dan demokrasi, khusus-
nya doktrin dasarCatur Dar-
ma Eka Karma
Doktrin Dasar Catur Darma

Eka Karma, disingkat Cadek, yang

berarti “empat tugas, satu tu-

juan” yang merefleksikan empat

Angkatan (TNI-AD, TNI-AL,

TNI-AU, Polri) yang semuanya

bertujuan satu, yaitu cita-cita

bangsa Indonesia. Cadek tidak
hanya doktrin dasar pertahanan-
keamanan tetapi juga doktrin
dasar perjuangan ABRI, yang
meliputi bidang-bidang non-

hankam dan yang kemudian di-

tuangkan dalam Dwifungsi. Di

dalam doktrin ini tertanam akar

dan fundamentals dari persepsi
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sendiri ABRI mengenai visi dan
misi ABRI yang “sebangun dan
serupa” dengan visi dan misi
perjuangan nasional, fungsi-
fungsi dasar dan peranannya
dalam bidang-bidang ipoleksos-
budhankam, demi mencapai tu-
juan-tujuan nasional seperti ter-
cantum dalam preambul UUD
1945. Singkatnya, seluruh visi,
misi dan raison d'tre eksistensi
ABRI terdapat dalam doktrin itu.
Jelas, doktrin tersebut memerlu-
kan review mendalam dan ber-
bagai perubahan fundamental.

6. Sistem pendidikan dan latih-
an juga harus ditinjau kem-
bali dan diperbaharui
Review dan pembaharuan sis-

tem pendidikan dan latihan ini
tidak hanya untuk kepentingan
reformasi intern, tetapi juga un-
tuk keperluan modernisasi dan
profesionalisasi militer. Berkaitan
erat dengan masalah pendidikan
ini ialah pengembangan unsur
manusia dalam tubuhnya sendi-
ri, termasuk pengerahan (recruit-
ment), pembinaan karier dan
pemisahan (retirement). Juga per-
lu ditentukan ratio antara unsur
prajurit profesional dan prajurit
pewajib militer.

7. Masalah struktur organisasi,
khususnya struktur koman-
do-komando teritorial
Struktur komando-komando

teritorial disusun paralel dengan

daerah-daerah pemerintahan
sipil, mulai dari propinsi sampai
ke tingkat desa. Terutama dalam
Orde Baru struktur komando-
komando teritorial itu telah mem-
berikan kepada TNI-AD kemam-
puan sangat besar untuk mela-
kukan intervensi dalam politik
daerah dan lokal demi kepen-
tingan stabilitas politik dan
keamanan sesuai kebijakan ko-
mando pusat. Struktur itu telah
memperlihatkan keampuhannya
dalam memanipulir dan menye-
lenggarakan kekuasaan dalam
pelaksanaan dwifungsi.

Sistem komando teritorial ini
harus disesuaikan dengan fung-
si utama TN, yaitu pertahanan
terhadap ancaman dari luar, se-
dangkan masalah keamanan
dalam negeri dilakukan oleh Pol-
ri, dengan TNI selalu siap mem-
bantu, jika diminta dan sesuai
dengan perundang-undangan.
Untuk efektivitas operasi-opera-
si pertahanan, daerah-daerah
memang harus disusun dalam
daerah-daerah pertahanan, bu-
kan lagi komando-komando te-
ritorial, melainkan komando-ko-
mando daerah pertahanan yang
berbentuk komando-komando
gabungan. Tetapi, paling tidak
untuk jangka sedang kedepan,
masalah keamanan dalam ne-
geri, pemeliharaan stabilitas ser-
ta keamanan dan ketertiban
masyarakat belum akan mampu

ditangani oleh Polri secara
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menyeluruh, sehingga jaring
badan-badan teritorial AD akan
masih tetap diperlukan di tem-
pat-tempat jauh terpencil di
mana unsur kepolisian masih
belum ada atau jauh dari men-
cukupi.

8. Keterlibatan militer dalam

bisnis

Keterlibatan militer dalam bis-
nis sangat luas seperti dapat di-
lihat dari tidak diketahuinya se-
cara pasti jumlah koperasi, ya-
yasan dan badan-badan bisnis
perusahaan lainnya meliputi ke-
hutanan, perkapalan, pener-
bangan, perdagangan, perban-
kan, properti, hotel, pengangkut-
an, supermarket, perasuransian,
dan lain sebagainya, baik sebagai
pemilik, pemegang saham atau-
pun sebagai komisaris, bahkan
juga hanya sebagai frontman,
pemberi backing atau proteksi
belaka. Semua kegiatan dan
koneksi bisnis berpengaruh
negatif terhadap profesionalis-
me. Ia mendorong terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) dalam tubuh militer. Ia
juga merongrong disiplin. Praju-
ritbawahan yang tidak mempu-
nyai peluang untuk mengadakan
hubungan-hubungan bisnis
yang profitable seperti yang di-
lakukan oleh sementara atasan,
melakukan cara-cara lain untuk
mencari uang, bukan untuk
memperkaya diri melainkan un-

tuk menyambung gaji mereka
yang tidak mencukupi untuk
menghidupi keluarganya. Sadar
akan dampak negatif dari bisnis
pada moril dan disiplin militer,
pada tahun 1974 Presiden Su-
harto mengeluarkan keputusan
melarang para perwira beserta
isteri untuk berbisnis. Isteri dari
prajurit bawahan dibenarkan
membuka bisnis kecil-kecil, se-
perti warung nasi, dan sebagai-
nya. untuk menyambung gaji
suami yang jauh dari cukup.
Tetapi anehnya, satuan-satuan
dibenarkan mendirikan yayasan-
yayasan, dan melalui yayasan-
yayasan itulah militer memasu-
ki dunia bisnis. Mengakhiri ke-
giatan bisnis ini akan makan
waktu lama, selama pemerintah
tidak mampu menyediakan bud-
jet yang wajar untuk pelaksa-
naan tugas secara baik dan un-
tuk memungkinkan taraf hidup
yang wajar bagi anggota militer
dan keluarganya. Pada giliran-
nya hal itu ditentukan oleh bera-
pa cepat pemerintah mampu
memulihkan ekonomi bangsa ini.

Keputusan-keputusan yang
diambil oleh pimpinan tidak oto-
matis terlaksana di lapangan se-
suai dengan maksud dan tujuan
keputusan-keputusan itu, teruta-
ma di daerah-daerah yang tidak
terjangkau oleh sistem komuni-
kasi, pengendalian dan penga-
wasan yang memadai. Kebijak-
an, kehendak dan keputusan
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pimpinan akan mudah disa-
lahtafsirkan, atau bahkan di
“sabot” di tempat-tempat jauh
dan terpencil itu.

Kesimpulan

Dwifungsi yang telah mem-
bawa TNI, khususnya TNI-AD,
ke kekedukan politik yang do-
minan selama ini, tidak pernah
direncanakan. Ia lahir dengan
sendirinya, bahkan mendahului
lahirnya Republik Indonesia. Ia
berkembang ditempa oleh per-
juangan perang kemerdekaan
danrevolusi dan setelah itu oleh
perkembangan sosial-politik di
dalam negeri. Pertama-tama kita
melihat, bahwa angkatan perang
terbentuk sendiri (self-created),
tidak dibentuk oleh pemerintah,
dan ia telah berperan kunci da-
lam memenangkan perjuangan
kemerdekaan melawan Belan-
da. Dengan demikian ia merasa
mempunyai hak sama dengan
pihak sipil dalam menentukan
arah bangsa dan negara selanjut-
nya. Kendati dwifungsi dan eks-
pansi peran ABRI terjadi karena
selfpersepsi yang berakar pada
pengalaman-pengalaman sela-
ma revolusi, namun ketidakbe-
cusan elit-elit politik sipillah yang
lebih banyak menciptakan pelu-
ang-peluang bagi ekspansi itu.
Adalah merupakan fakta, bahwa
peran ABRI meningkat setiap
kali pimpinan sipil gagal, seperti

(1) dalam 1948-49 selama ber-
langsungnya aksi polisionil Be-
landa kedua sewaktu pimpinan
tertinggi negara (sipil) menyerah
kepada Belanda; (2) dalam 1957-
1959 sewaktu pimpinan sipil
menunjukkan ketidakmampu-
annya merespon tuntutan-tun-
tutan daerah yang telah mence-
tuskan pemberontakan PRRI/
Permesta; dan (3) dalam 1963-
1966 sewaktu pimpinan sipil
hampir-hampir membawa nega-
ra ini ke jurang kehancuran ka-
rena memberi peluang luas kepa-
da golongan komunis untuk
membangun dan mengembang-
kan pengaruh politiknya, bah-
kan kekuasaan politik.

Adalah cukup membesarkan
hati melihat, bahwa meskipun
dalam keadaan yang sangat su-
lit dalam tahun-tahun belakang-
anini, dengan berbagai hujatan,
penghinaan, pengutukan, penu-
dingan, dan sebagainya, namun
TNI telah berhasil melakukan be-
berapa perubahan cukup signifi-
kan dalam tubuhnya sendiri.
Mereka telah menunjukkan ke-
mauan untuk berubah dan me-
nerima supremasi sipil dalam
hubungan sipil-militer. Namun
dengan satu caveat, yaitu bahwa
para elit sipil juga harus melaku-
kan perubahan-perubahan dan
reformasi dalam lembaga-lemba-
ga sipil itu sendiri. Penguasa si-
pil harus memperlihatkan ke-
mampuan memikul tanggung-



&

40 o Jurnal Ketahanan Nasional, V (3), Desember 2000

jawab dalam memimpin bangsa
melalui lembaga-lembaga sistem
politik dan membangun lemba-

ga-lembaga masyarakat yang

memungkinkan setiap orang me-
ngemukakan dengan bebas dan
aman pendapat, kepentingan
dan konsernnya. Hanya dengan
menunjukkan kemampuan me-
mimpin pemerintahan di sam-
ping menghargai integritas TNI
sebagai lembaga, fihak militer
akan dapat meletakkan keper-
cayaannya kepada dan meng-
hormati kewenangan sipil.
Mengubah hubungan sipil-
militer yang kurang sehat di
masa lampau menuju ke hu-
bungan yang lebih baik di masa
depan, memerlukan kerjasama
dan dialog antara kedua kom-
ponen bangsa itu. Perubahan
peran militer tidak dapat dipu-
tuskan oleh hanya satu fihak
saja, baik itu fihak militer atau
pun fihak sipil. Hal itu harus
merupakan hasil dari dialog-di-
alog dan interaksi yang terus
menerus dan terbuka antara mi-
liter dan sipil dengan nyerasikan
perspektif masing-masing.
“Hilangnya” dwifungsi tidak
berarti, bahwa TNI di masa de-
pan tidak mempunyai kegunaan
selain hanya sebagai kekuatan
pertahanan terhadap ancaman-
ancaman dari luar. Terdapat ber-
 bagai fungsi dan peran dalam
dimensi internal maupun ekster-
nal yang dapat dijalankan TNI

dan yang memerlukan tingkat
profesionalisme yang tinggi.
Dalam dimensi eksternal misal-
nya, dapat disebut: peran peme-
liharaan perdamaian di bawah
bendera PBB, menggalang ker-
jasama keamanan yang lebih
erat dengan negara-negara te-
tangga terutama dengan negara-
negara ASEAN, membangun
hubungan-hubungan bersaha-
bat dengan semua negara ang-
gota ARF (ASEAN Regional Fo-
rum) dalam rangka membangun
dan memelihara perdamaian
dan stabilitas di kawasan Asia
Pasifik yang tadinya sangat men-
janjikan itu.

Sedangkan dalam dimensi in-
ternal, TNI dapat menjalankan
peran sosial dan kemanusiaan,
misalnya penanggulangan ben-
cana alam maupun buatan dan
keadaan darurat, membantu pa-
ra pengungsi dan evakuasi, ke-
giatan-kegiatan SAR, membantu
pembangunan daerah-daerah
terpencil, dan berbagai program
civic action lainnya. Semua pe-
ranan itu mempunyai rationale
dalam fakta, bahwa suatu ang-
katan perang dalam masa damai
merupakan pool atau reservoir
manusia, peralatan, dan kemam-
puan-kemampuan yang dapat
dimanfaatkan untuk tujuan-tu-
juan pembangunan/konstruktif.
Dalam banyak negara, terutama
negara-negara berkembang se-
perti Indonesia, sumber-sumber
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daya ini dimanfaatkan untuk
proyek-proyek pembangunan,
mulai dari pemberantasan buta
huruf sampai pembangunan ja-
lan, penanggulangan keadaan-
keadaan darurat, dan keperlu-
an-keperluan sosial lainnya yang
menambah (suplemen) kemam-
puan-kemampuan aparat sipil.
TNI telah mempunyai cukup
pengalaman dalam hal ini dan
oleh karena itu peran dan fung-
si-fungsi tersebut merupakan
fungsi-fungsi dan peran sekun-
dernya.

Janji dan komitmen pimpinan
TNI kearah itu semua telah se-
cara terbuka dan gamblang di-
sampaikan mereka kepada pre-
siden yang merupakan keputus-
an Rapim TNI pada tanggal 19-
20 April yang lalu, yang dihadiri
oleh seluruh pejabat teras ketiga
Angkatan. Tinggallah sekarang
menindaklanjuti itu dengan ren-
cana dan program yang lebih ter-
perinci yang mampu mengatasi
tantangan-tantangan yang di-
hadapi. Namun tantangan dan
hambatan terpenting ialah kon-
disi bangsa dan negara kita yang
luar biasa memprihatinkan de-
wasa ini, yang berada di luar ke-
mampuan TNI. Arah yang jelas
kemana negara dan bangsa ini
dibawa harus diberikan oleh
kepemimpinanssipil yang berkua-
sa sekarang ini, dengan bantuan
seluruh komponen bangsa, ter-
masuk TNL

Catatan Kaki

'Dalam negara-negara demo-
krasi, doktrin-doktrin tersebut
berada di luar kompetensi mi-
liter; perumusannya dilakukan
oleh pemerintah bersama Parle-
men. Tetapi di Indonesia meng-
ingat kedudukan politik militer
yang sejak tahun 1959
(kembalinya ke UUD 1945) dan
terutama sejak diberlakukannya
UUKB tahun 1957 semakin kuat
dan merasa bertanggungjawab
terhadap keselamatan dan kese-
jahteraan Negara dan Bangsa,
banyak masalah-masalah na-
sional diprakarsai penanganan-
nya oleh militer, terutama TNI-
AD.

2Untuk pengertian lebih men-
dalam mengenai gelombang-
gelombang demokrasi dan anti-
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